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ABSTRACT

Zilfa Novika. 2023. Implementation of Presidential Regulation Number 67 of 2011
concerning Electronic KTP Reader in Pekalongan Regency from the Maslahah
Mursalah Perspective. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid
Pekalongan. Advisor Achmad Umardani, M. Sy

Presidential Regulation Number 67 of 2011 article 10C explains that government
agencies are required to procure Electronic KTP Reader. This card reader functions
to identify the authenticity of KTPs and authenticate the validity ownership to
prevent multiple KTPs and the misuse of fake KTPs for crime. In Pekalongan
Regency, electronic KTP reader only in Dindukcapil office. So that electronic ID
utilized only its physical use, with the result that Electronic ID already have a chip
in them are still used conventionally, like photocopy. By seeing the importance of
card readers in public services, the Regional Government should maximize the
procurement of electronic KTP reader. so that electronic KTP can run according to
the original purpose of issuing electronic KTP. So the author conducted research
with a problem formulation of how is the implementation of Presidential Regulation
Number 67 of 2011 regarding Electronic KTP reader devices in Pekalongan
Regency? and how is the analysis of maslahah mursalah on the use of Electronic
KTP reader devices for public services in Pekalongan Regency? .The purpose of
this study was to determine the implementation of the use of electronic KTP reader
in Pekalongan Regency from the Maslahah Mursalah Perspective.

The research method in this study uses empirical juridical research with a
qualitative approach, namely research procedures that produce descriptive data in
the form of speech or writing and the behavior of people who are observed with
data sources, that is interviews and other appropriate legal materials. To analyze the
research data using an interactive model.

The results of this study indicate that the implementation of electronic KTP readers
in public services in Pekalongan Regency has not been implemented properly. This
is evident from the limited electronic KTP reader devices in government agencies
that provide public services. This is due to several obstacles, including: the lack of
optimal coordination between the Regional Government and the Population and
Civil Registration Service, and there are also financial constraints owned by the
regions so that they have not been able to implement electronic KTP reader devices
in Pekalongan Regency. Then that there is an electronic KTP reader device in public
services in accordance with the conditions of ijtihad in maslahah mursalah.

Keywords: Implementation, electronic KTP readers, Maslahah Mursalah
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ABSTRAK

Zilfa Novika. 2023. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011
Tentang Perangkat Pembaca KTP Elektronik Di Kabupaten Pekalongan Perspektif
Maslahah Mursalah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid
Pekalongan. Pembimbing Achmad Umardani, M. Sy

Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2011 pasal 10C menjelaskan bahwa instansi
pemerintah wajib melakukan pengadaan Card reader. Card reader ini berfungsi
untuk mengidentifikasi keaslian KTP dan melakukan otentifikasi keabsahan
kepemilikan KTP elektronik untuk mencegah KTP ganda serta penyalahggunaan
KTP palsu untuk tindak kejahatan. Di Kabupaten Pekalongan jumlah perangkat
pembaca KTP elektronik hanya ada di kantor dindukcapil Kabupaten Pekalongan.
Pemanfaatan KTP hanya sebatas fisiknya saja sehingga KTP Elektronik yang sudah
memiliki cip didalamnya masih digunakan secara konvensional yakni dengan
difotokopi. Dengan melihat pentingnya card reader dalam pelayanan publik sudah
seharusnya Pemerintah Daerah memaksimalkan pengadaan perangkat pembaca
KTP elektronik agar penggunaan KTP elektronik dapat berjalan sesuai tujuan awal
diterbitkannya KTP elektronik. Sehingga Penulis melakukan penelitian dengan
rumusan masalah bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Nomor 67 tahun
2011 mengenai perangkat pembaca KTP Elektronik di Kabupaten Pekalongan? dan
bagaimana analisis maslahah mursalah pada penggunaan perangkat pembaca KTP
Elektronik untuk pelayanan publik di Kabupaten Pekalongan? Tujuan dari
penelitian ini untuk mengetahui implementasi penggunaan perangkat pembaca KTP
elektronik di Kabupaten Pekalongan Perspektif Maslahah Mursalah.

Metode penelitian dalam penelitian ini mengunakan jenis penelitian yuridis
empiris dengan pendekatan kualitatif yakni prosedur penelitian yang menghasilkan
data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati
dengan sumber data yakni wawancara dan bahan hukum sesuai lainnya. Untuk
menganalisis data hasil penelitian menggunakan model interaktif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penggunaan
perangkat pembaca KTP elektronik dalam pelayanan publik di Kabupaten
Pekalongan belum terimpelementasikan dengan baik. Terbukti dari terbatasnya
jumlah perangkat pembaca KTP elektronik di Instansi pemerintah yang
menyelenggarakan pelayanan publik. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa
kendala, antara lain: yakni kurang optimal koordinasi antara Pemerintah Daerah
serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan juga terdapat kendala finansial
yang dimiliki daerah sehingga belum bisa melakukan penerapan perangkat
pembaca KTP elektronik di Kabupaten Pekalongan. Kemudian bahwa adanya
perangkat pembaca KTP elektronik dalam pelayanana publik sesuai dengan syarat-
syarat berijtihad dalam maslahah mursalah.

Kata kunci : Implementasi, Perangkat Pembaca KTP, Maslahah Mursalah
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengutip
dalam peraturan tersebut bahwa upaya meningkatkan pelayanan administrasi
kependudukan yang sesuai standar teknologi informasi, profesional, tertib,
dinamis, serta tidak diskriminatif. Dari pemenuhan pelayanan administrasi
kependudukan yang minimal menjadi pelayanan maksimal yang menyeluruh
untuk mengatasi masalah kependudukan, maka KTP elektronik diterbitkan
sebagai upaya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan tersebut.

KTP-el merupakan penerapan teknologi pada pelayanan publik terkhusus
pada pelayanan administrasi kependudukan. KTP Elektronik sendiri
merupakan Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh instansi pelaksana
yang di dalamnya terdapat cip yang berisi data diri yang sah sebagai penduduk
serta merupakan keterangan diri. KTP elektronik bertujuan untuk mencapai
kepemilikan identitas tunggal bagi satu orang dengan mempunyai kode
keamanan serta rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK secara
Nasional. (biodata, foto, sidik jari, iris mata dan tanda tangan) yang terdapat
pada Cip yang tersimpan dalam KTP elektronik secara fisik.

Dalam pelayanan publik, fungsi cip dalam KTP-el ini tidak dapat
berfungsi jika tidak ada perangkat pembaca kartu atau Card reader. Card reader
merupakan alat pembaca data elektronik yang tersimpan pada Cip KTP

elektronik. Sesuai dengan Permendagri Nomor 76 Tahun 2020 Perangkat



Pembaca dan Penulis Serta Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk
Elektronik, upaya untuk mendukung serta melaksanakan administrasi
kependudukan dalam penggunaan data serta dokumen kependudukan harus
ditunjang adanya perangkat pembaca KTP-el atau disebut juga card reader.

Pasal 10C ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009
Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional menyebutkan bahwa Instansi Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, dan Swasta wajib menyiapkan
kelengkapan teknis yang diperlukan terkait dengan penerapan KTP elektronik
tidak terbatas pada pembaca kartu pintar, pemindai sidik jari dan aplikasi
pembaca KTP Elektronik.

Penggunaan kata wajib dalam Peraturan Presiden tersebut sudah
sepatutnya dijalankan oleh instansi-instansi yang disebutkan untuk melakukan
pengadaan perangkat pembaca KTP. Namun kenyataan di lapangan berbeda,
tujuan diubahnya KTP konvensional menjadi KTP elektronik belum
sepenuhnya terlaksana selama kurang lebih satu dekade KTP-el di terbitkan.
Padahal fungsi card reader sangatlah penting. tidak hanya untuk membaca cip
yang ada di KTP-el, namun card reader juga dapat memastikan keabsahan data
sehingga bisa membedakan KTP asli dengan yang palsu. Dengan tidak adanya
card reader maka KTP elektronik tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya
yaitu secara elektronik pula.

Ketiadaan Card reader sebagai perangkat pembaca KTP-El untuk

mendeteksi keaslian KTP-el dapat menyebabkan penggunaan KTP palsu untuk



mengakses pelayanan publik. Seperti pemalsuan KTP di Kabupaten Purworejo
pada tahun 2017, seorang perempuan berinisial NAA yang mengubah nama
serta jenis kelaminnya untuk melangsungkan pernikahan sesama jenis.?
Kemudian KTP palsu juga dapat digunakan penipuan yang merugikan harta
benda, serta digunakan oleh pelaku terorisme sehingga identitas aslinya tidak
ketahuan.

Terbatasnya ketersediaan perangkat pembaca KTP elektronik, terdapat di
Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan merupakan sebuah Kabupaten
di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 19 Kecamatan. Banyaknya jumlah
instansi pemerintah yang melakukan pelayanan publik tetapi jumlah perangkat
pembaca KTP elektronik masih sangat terbatas. Perangkat tersebut hanya ada
di kantor Dindukcapil Kabupaten Pekalongan, sedangkan kantor kecamatan
Kabupaten Pekalongan belum memiliki alat tersebut.

Sehingga dalam pelayanan publik, KTP Elektronik belum bisa
dimanfaatkan secara maksimal. KTP Elektronik pemanfaatannya hanya sebatas
fisiknya saja karena itu pada syarat pelayanan masih menggunakan fotokopi
KTP. Dengan ketiadaan perangkat tersebut menyebabkan pelayanan publik
tidak bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Maksudnya bahwa penggunaan
KTP elektronik tidak bisa digunakan secara efektif sesuai dengan yang
direncanakan serta pelayanan publik tidak dilakukan dengan efisien karena
dengan fotokopi KTP merupakan Tindakan membuang-buang waktu, tenaga,

dan biaya.

Wiva,“Heboh  Pernikahan Sejenis di  Purworejo, Begini Kronologinya”

(Diakses pada 28 Februari 2023)


https://www.viva.co.id/berita/nasional/953698-heboh-pernikahan-sejenis%20dipurworejo-begini-kronologinya
https://www.viva.co.id/berita/nasional/953698-heboh-pernikahan-sejenis%20dipurworejo-begini-kronologinya

Berkaca pada kasus-kasus yang terjadi akibat ketiadaan perangkat
pembaca KTP elektronik untuk pelayanan publik pada daerah-daerah di
Indonesia, maka sudah seharusnya pemerintah Kabupaten Pekalongan
melakukan implementasi pengadaan perangkat pembaca KTP elektronik.
Pengadaan ini merupakan urgensi yang harus dilakukan untuk mencegah
kasus-kasus tersebut dapat terjadi di Kabupaten Pekalongan.

Sebagai bahan perbandingan, terdapat perbedaan yang sangat signifikan
terkait jumlah perangkat pembaca KTP elektronik antara Kabupaten
Pekalongan dengan Kota Pekalongan. Kota Pekalongan yang merupakan kota
terdekat dengan Kabupaten Pekalongan telah memiliki perangkat pembaca
KTP elektronik disetiap kecamatannya, sehingga Kota Pekalongan dapat
melakukan pelayanan dengan lebih efektif dan efisien.?

Penggunaan perangkat pembaca KTP elektronik dalam pelayanan publik
dapat mendatangkan manfaat serta mencegah kemudaharatan sehingga
penelitian yang akan dilakukan dapat menggunakan perspektif maslahah
mursalah sebagai alat analisisnya. Maslahah mursalah sendiri merupakan tidak
adanya nash yang mengatur suatu peristiwa yang didalamnya mengandung
kemaslahatan dengan mendatangkan manfaat serta menghilangkan mudharat.
Kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang sesuia dengan tujuan

syara’. Dengan kata lain, nash tidak mengatur serta membicarakan terkait

2 Budi Siswanto, Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil, diwawancarai oleh Zilfa Novika,
DINDUKCAPIL Kabupaten Pekalongan,21 Februari 2022)
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kemaslahatan tersebut, baik dalam menetapkan hukumnya memerintahkan
mewujudkannya, ataupun melarangnya.®
Berdasarkan pemaparan di atas menunjukan bahwa diperlukan adanya

pengkajian serta analisis lebih lanjut mengenai implementasi perangkat
pembaca KTP elektronik di Kabupaten Pekalongan. Dikarenakan belum
terdapat penelitian mengenai hal tersebut di Kabupaten Pekalongan, penulis
merasa perlu melakukan penelitian terkait Implementasi Perangkat Pembaca
KTP Elektronik di Kabupaten Pekalongan. Dalam kaitannya dengan maslahah
mursalah, pada penelitian ini meneliti apakah kemaslahatan pada perangkat
pembaca KTP elektronik tersebut merupakan benar-benar kemaslahatan yang
dimaksud dalam maslahah mursalah. Sehingga penulis mengkaji masalah ini
dalam skripsi berjudul “Implementasi Pasal 10 C Peraturan Presiden Nomor 67
Tahun 2011 di Kabupaten Pekalongan Perspektif Maslahah Mursalah”
Rumusan Masalah
1. Bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2011

mengenai perangkat pembaca KTP Elektronik di Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana analisis maslahah mursalah pada penggunaan perangkat

pembaca KTP Elektronik untuk pelayanan publik di Kabupaten

Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah penelitian ini yang sudah disebutkan

sebelumnya, maka tujuan penelitiannya adalah :

3 Amrullah Hayatudin, “Ushul Figh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam”, (Jakarta:

Amzah, 2019), 81



1. Menganalisis implementasi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011
mengenai Perangkat Pembaca KTP Elektronik di Kabupaten Pekalongan.
2. Menganalisis perangkat pembaca KTP Elektronik untuk pelayanan publik
di Kabupaten Pekalongan dengan perspektif maslahah mursalah.
D. Kegunaan Penelitian
Melihat dari tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan mampu
memberikan kegunaan pada pendidikan baik secara langsung maupun tidak.
Berikut merupakan kegunaan penelitian ini:
1. Secara teoritis
Berharap hasil penelitian mampu menjadi rujukan bagi penelitian-
penelitian selanjutnya yang berfokus pada Implementasi Peraturan
Presiden Nomor 67 Tahun 2011 mengenai penggunaan Perangkat
Pembaca KTP Elektronik di Kabupaten Pekalongan Perspektif Maslahah
Mursalah
2. Secara Praktis
a. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini  diharapkan mampu membantu
meningkatkan pelayanan publik sehingga berguna bagi masyarakat
sebagai pengguna pelayanan.
b. Bagi Pemerintah Daerah
Peneliti mengharapkan penelitian ini bisa dipertimbangkan pada
pemecahan masalah ataupun menjadi bahan pertimbangan dalam

penentuan kebijakan dari problematika yang disebabkan oleh kurang



terimplementasikannya pengunaan perangkat pembaca KTP-
Elektronik di kabupaten Pekalongan.
E. Penelitian yang Relevan

Yang pertama, Jurnal yang ditulis Dwi Septiyarini dan Resky Nanda
Pranaka dalam Jurnal Administrasi Publik dengan judul “Implementasi
Program dan Pemanfaatan E-KTP Yang Terintegrasi Di Kabupaten Sambas”.
Fokus pembahasannya ialah mendeskripsikan dilaksanakannya program serta
penggunaan KTP elektronik di Kabupaten Sambas yang terintegrasi dan
menganalisa faktor pendukung serta faktor penghambatnya. Penelitian ini
dilakukan di Dindukcapil, KUA Kecamatan Tekarang serta Desa Merubung,
dan BPJS. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Pemanfaatan e-KTP belum
optimal karena tidak didukung kuat oleh sinergitas aplikasi yang terintegrasi
pada masing-masing lembaga pemerintahan dalam pelayanan publik.*

Jurnal tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini terdapat pada
pembahasan mengenai pemanfaatan database KTP elektronik. Adapun
perbedaanya pada penelitian tersebut meneliti tentang integrasi pemanfaatan
KTP elektronik di berbagai instasi sedangkan pada penelitian ini mengkaji
mengenai perangkat pembaca KTP elektronik sebagai alat pendukung
pemanfaatan database KTP elektronik di Kabupaten Pekalongan.

Yang ke-dua adalah Jurnal yang disusun oleh Barnesi Datumongan dan
Martinus Sudi dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan dan [lmu Komunikasi dengan
judul “Implementasi Strategi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-

KTP) di Kabupaten Mamasa”. Fokus pembahasannya adalah pendeskripsian

4 Dwi Septiyarini, Resky Nanda Pranaka, “Implementasi Program dan Pemanfaatan E-KTP
Yang Terintegrasi Di Kabupaten Sambas”, Jurnal llmu Administrasi Publik 7, no. 1 (2019): 30-42



strategi dari DINDUKCAPIL Kabupaten Mamasa dalam pelaksanaan
pelayanan penerapan KTP Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
prosedur standar pelaksanaan KTP Elektronik melalui program-program
strategis berupa struktur organisasi atas nama kelompok kerja kabupaten dan
kecamatan, sosialisasi, pelaksana program (SDM), penyediaan sarana dan
prasarana dan mobilisasi penduduk. Dari kegiatan tersebut 44,30% telah
terealisasi dengan berbagai kendala, antara lain lambatnya distribusi peralatan
dari pusat dan hanya satu yang berfungsi, peralatan rusak, serta tidak dapat
diaksesnya sebagian warga akibat keterlambatan registrasi keliling yang
diharapkan dapat menjadi alternatif.’

Persamaanya adalah penelitian ini mengkaji tentang KTP elektronik
adapun perbedaanya pada penelitian tersebut meneliti tentang strategi
penerapan KTP elektronik oleh DINDUKCAPIL sedangkan pada penelitian ini
mengkaji setelah KTP elektronik diterapkan dan dapat dimanfaatkan
databasenya dengan menggunakan perangkat pembaca sebagai upaya
meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kemudian yang ke-tiga adalah Skripsi yang disusun oleh Idol Firdaus
dengan Judul “Implementasi Kebijakan E-KTP di Kecamatan Jiput Kabupaten
Pandeglang”. Pembahasan dalam penelitian ini memiliki fokus pada proses
implementasi KTP Elektronik serta mengetahui hambatan administrasinya di
Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang. dengan analisis menggunakan teori

implementasi kebijakan yang telah dikembangkan Edward III yakni Direct

® Barnesi Datumongan, Martinu s Sudi, “Implementasi Strategi Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kabupaten Mamasa”, Jurnal Ilmu Pemerintahan & IImu
Komunikasi 5, no. 1 (2020): 53-70



indirect and impact and implementation. Hasil dari penelitian ini menunjukan
bahwa kebijakan tersebut belum efektif karena masih terdapat kekurangan dari
pemerintah yaitu kemampuan sumber daya pegawai yang kurang optimal,
kurangnya fasilitas, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya
koordinasi, serta kurangnya pemberian pelayanan yang optimal®

Persamaan serta perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian
ini juga mengkaji mengenai KTP elektronik adapun perbedaanya pada
penelitian tersebut meneliti tentang pelaksanaan program KTP elektronik serta
menganalisis kendala mekanisme administrasi E-KTP dengan menggunakan
teori implementasi kebijakan dari Edward III yakni Direct and Indirect Impact
on Implementation sedangkan pada penelitian ini mengkaji mengenai
pemanfaatan database KTP-el melalui pemakaian perangkat pembaca KTP
elektronik dengan analisis teori implementasi Donald Van Meter dan Carl Van
Horn .

Selanjutnya yakni Skripsi, yang ditulis oleh Arum Prabandari yang
memiliki Judul “Kualitas Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi Studi Kasus
Pelayanan Izin Gangguan (HO) di kantor Pelayanan Perizinan kabupaten
Sleman”. Fokus pembahasan penelitian ini adalah upaya peningkatan kualitas
pelayanan izin gangguan (HO) di Kantor pelayanan perizinan Kabupaten
Sleman, menggunakan teknologi berupa website dengan nama Sistem
Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu (SIMPPT). Dalam

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diharapkan akan

®ldol Firdaus, “Implementasi Kebijakan E-KTP di Kecamatan Jiput Kabupaten
Pandeglang”, Skripsi, (Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2019)



10

menjadi lebih cepat karena adanya teknologi belum dapat terwujud karena
belum adanya komitmen dari pemerintah dalam memanfaatkan teknologi
informasi secara penuh untuk melaksanakan pelayanan perizinan.’

Perbedaan dan persamaan dengan penelitian tersebut, penelitian ini juga
mengkaji mengenai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik adapun
perbedaanya pada penelitian tersebut meneliti tentang upaya peningkatan
kualitas pelayanan dengan menggunakan teknologi berupa website dengan
nama dengan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu
(SIMPPT) sedangkan penelitian ini mengkaji pengenai peningkatan pelayanan
publik dengan menggunakan perangkat pembaca KTP-el.

Penelitian yang relevan lainnya adalah Thesis yang disusun oleh Yuli
Santri Isma Dengan Judul “Kualitas Pelayanan Publik dalam Pengurusan Kartu
Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh” Fokus pembahasan pada thesis
ini yakni kualitas pelayanan publik di DINDUKCAPIL Kabupaten Bener
Meriah Provinsi Aceh dalam pengurusan KTP elektronik dan mengetahui
faktor pendukung serta penghambat kualitas pelayanannya. Hasil dalam
penelitian ini bahwa pelayanan publik dalam pengurusan Ktp elektronik masih

kurang maksimal karena belum jelas waktu penyelesaian pemrosesan layanan

7 Arum Prabandari, “Kualitas Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi Studi Kasus
Pelayanan lzin Gangguan (HO) dikantor Pelayanan Perizinan kabupaten Sleman”, SKripsi,
(Yogyakarta: Universitas Negeri Yogya, 2015)
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KTP elektronik dengan alasan blanko yang kurang serta server yang sering
bermasalah.®

Perbedaan dan persamaan dengan penelitian tersebut, penelitian ini juga
mengkaji mengenai KTP elektronik dan pelayanan publik adapun perbedaanya
pada penelitian tersebut meneliti tentang Kualitas Pelayanan Publik dalam
Pengurusan KTP elektronik yang dilakukan oleh DINDUKCAPIL sedangkan
pada penelitian ini mengkaji setelah KTP elektronik diterapkan dan dapat
dimanfaatkan databasenya dengan menggunakan perangkat pembaca KTP
elektronik untuk peningkatan pelayanan publik.

Fokus pembahasan yang berbeda pada penelitian ini diharapkan dapat
melengkapi penelitian terdahulu mengenai penerapan KTP elektronik. Fokus
pembahasan penelitian ini yakni berfokus pada penggunaan perangkat
pembaca KTP elektronik sebagai penunjang pemanfaatan database
kependudukan sebagai upaya peningkatan pelayanan publik.

F. Kerangka Teoritik
1. Peraturan
Perundang-undangan merupakan suatu kebijakan publik mengenai
upaya pembangunan nasional, baik yang kaitanya dengan negara,
masyarakat ataupun rakyat. Sebab berkaitan dengan pembangunan,

sehingga perundang-undangan memiliki sifat menggerakan. Sehingga

8Yuli Santri Isma, “Kualitas Pelayanan Publik dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (E-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah Provinsi
Aceh” Thesis ( Medan: Universitas Medan Area, 2019)
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wajarnya perundang-undangan memiliki sifat mendinamiskan, mencegah,
dan memberi ruang untuk inovasi.®
Disebutkan oleh Ripley (1985) bahwa tahapan dalam pembentukan
kebijakan publik adalah sebagai berikut:
a. Agenda of goverment yaitu permasalahan rakyat menjadi agenda
pemerintah.
b. Formulation and legitimation of goals and program yakni
penghimpunan data, analisis serta penyebarluasan.
c. Program implementation yakni tahapan mencari serta mengarahkan
kemampuan demi mencapai tujuan ditentukan
d. Evaluation of implementation performance and impacts yakni penilaian
kinerja implementasi kebijakan serta akibat yang dihasilkan.
e. Decision absent the future of policyand program yakni menetapkan
kebijakan akan dianjurkan dengan perbaikan atau dibatalkan.
Dengan sistem kontinental yang diwariskan oleh Belanda, sehingga
di Indonesia semua kebijakan disamakan dengan hukum. Hal ini dapat
dilihat dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. Pada pasal 7 diatur jenis dan hirarki
peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
a. UUD 1945
b. TAP MPR

b. Undang Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti udang-Undang

% Riant Nugroho,” Metode Penelitian Kebijakan”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014),8.

10 Syahruddin, “Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Tepri, Studi Kasus”, (Bandung:
Penerbit Nusa Dua, 2018), 21-22.
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c. Peraturan Pemerintah

d. Peraturan Presiden

e. Peraturan Daerah Provinsi

f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
2. Implementasi Kebijakan

Implementasi berasal dari kata aktivitas, aksi, tindakan, dan
tersedianya prosedur dalam suatu sistem, implementasi bukan sekedar kata
aktivitas saja akan tetapi merupakan tindakan yang dilaksanakan sesuai
dengan prosedur untuk meraih tujuan kegiatan. *

Donald Van Meter dan Carl Van Horn mengartikan implementasi
kebijakan merupakan suatu kegiatan dilaksanakan oleh pemerintah ataupun
swasata dan individu serta pejabat yang diharapkan dapat mencapai tujuan-
tujuan yang sudah ditentukan di keputusan kebijaksanaaan.!? variabel yang
memepengaruhi implementasi kebijakan publik adalah :

a. Standar dan tujuan kebijakan

b. Sumber daya

c. Karakteristik badan/institusi pelaksana
d. Komunikasi antar organisasi

e. Sikap pelaksana

f. Lingkungan ekonomi, sosial, serta politik™®

1 Nurdin Usman, “Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum”, (Jakarta: Grasindo, 2002),
70.

12 Syahruddin, “Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Tepri, Studi Kasus”, (Bandung:
Penerbit Nusa Dua, 2018),42.

13 Solichin Abdul Wahab, “Analisi Kebijakan : dari fomulasi ke Penyusunan Model-model
implementasi kebijakan publik”, (Jakarta :PT Bumi Aksara,2012), 164.
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Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut menjelaskan kata
implementasi merupakan prosedur suatu sistem. Sehingga boleh diartikan
bahwa implementasi merupakan kegiatan terencana, tidak hanya sekedar
aktifitas biasa. Implementasi dijalankan dengan intens mengacu pada
norma-norma tertentu dalam meraih tujuan kegiatan.

3. Maslahah mursalah

Berdasarkan Bahasa, maslahah artinya manfaat serta kebaikan, dan
mursalah memiliki arti terlepas. Berdasarkan istilah, maslahah mursalah
adalah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara di dalam penetapan
hukum serta tidak terdapat dalil yang mengatakan untuk mengambil ataupun
menolaknya. Maslahah memiliki dua sisi yakni sisi positif (ijabi) atau sisi
negatif (salabi). Sisi positifnya yakni mewujudkan kebaikan (ijad al-
manfa’ah). Sedangkan sisi negatifnya yaitu menjauhkan dari keburukan dan
bahaya (daf al-mafsadah).**

Maslahah mursalah merupakan metode istinbath hukum yang dapat
dilakukan ketika terdapat suatu masalah hukum yang tidak ada ketentuan
hukumnya secara jelas, baik hukum yang memerintah atau hukum yang
berisi larangan secara langsung dan spesifik.'®

Syarat maslahah mursalah bisa dijadikan dalil yaitu :

a. Maslahah Mursalah merupakan Maslahah yang pasti, bukan

diasumsikan atau diduga;

14 Suwarjin, “Ushul Figh”, (Yogyakarta: Teras,2012), 138.

SMukhsi Nyak Umar, “Rekonstruksi pemikiran hukum islam di Indonesia : Pendekatan
Al-Maslahah Al-Mursalah” (Banda Aceh:Yayasan PeNA, 2006), 213.
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b. Bukan kemaslahatan pribadi ataupun khusus, kemaslahatannya harus
kemaslahatan umum,;
c. Kemaslahatan sesuai Magqashid syariah serta tidak bertentangan
dengan dalil syara’;
d. Kemaslahatan harus sesuai dengan akal sehat;
e. Kemaslahatan diambil untuk mewujudan kemaslahatan dharuriyah,
bukan kemaslahatan hajiyah atau tahsiniyah.®
Berdasarkan tingkatannya maslahat dibagi jadi tiga yakni maslahah
dharuriyah, maslahah hajiyah, serta maslahat tahsiniyah. maslahat
memelihara tujuan syariat yaitu berupa memelihara agama, jiwa, akal,
keturunan, serta harta benda. bila terpelihara lima prinsip tersebut
merupakan maslahat kemudian yang memelihara kerugian adalah mafsadat
serta hal yang menghilangkan yang merugikan merupakan maslahat.'’
G. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini merupakan yuridis empiris. Penelitian yuridis
merupakan melihat hukum sebagai norma atau (das sollen). Kemudian
pendekatan empiris merupakan melihat hukum sebagai kenyataan sosial,
kultural atau (das sein). sehingga penelitian ini berdasarkan pada ilmu
hukum normatif, tetapi tidak meneliti tentang sistem norma dalam peraturan

perundang-undangan, tapi mengkaji reaksi serta interaksi ketika sistem

16 Suwarjin, “Ushul Figh”, (Yogyakarta: Teras,2012), 140.
17 Mudhofir Abdullah, “Massail Al-Fighiyyah”, (Yogyakarta : Teras, 2011), 95.
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norma dilaksanakan di tengah-tengah masyarakt.®

Adapun penelitian ini
membahas mengenai penerapan perangkat pembaca KTP Elektronik di
Kabupaten Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif. pendekatan ini
berfungsi guna memperoleh hasil pendeskripsian mendetail mengenai
ucapan, tulisan, serta perilaku yang dapat dilihat dari perseorangan ataupun
kelompok, serta masyarakat umum ataupun organisasi untuk dianalisis
menggunakan sudut pandang yang utuh, komrehensif, dan holistic.® Dalam
penelitian ini, peneliti melaksanakan observasi dan wawancara guna
mendapatkan gambaran tentang implementasi Perangkat pembaca KTP
elektronik di Kabupaten Pekalongan.

3. Lokasi Penelitian

Kabupaten Pekalongan merupakan lokasi penelitian ini, lebih
spesifiknya penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
sipil serta beberapa sampel Kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Adapun
alasan penentuan lokasi ini adalah karena penelitian ini mengkaji
implementasi perangkat pembaca KTP Elektronik di Kabupaten
Pekalongan, yang mana intansi penyelenggara pelayanan kependudukan

adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil yang dibantu kantor

kecamatan.

18 Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum : Normatif
dan Empiris”, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 47.

19V Wiratna Sujarweni, “Metodologi Penelitian Lengkap Praktis dan Mudah Dipahami”,
(‘Yogyakarta :Pustaka Baru Pres, 2019), 19.
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4. Sumber Data Penelitian
a. Data Primer
Data primer dalam penelitian ini diambil dengan cara observasi dan
wawancara secara langsung di lapangan. Penulis mempersiapkan
pertanyaan dan melakukan wawancara kepada:
1) Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pekalongan
2) Kecamatan di Kabupaten Pekalongan
Luas wilayah Kabupaten Pekalongan adalah + 836,15 Km? dan
terdiri dari 19 Kecamatan. Populasi pada penelitian ini bersifat
heterogen, dimana didalamnya terdiri dari kelompok-kelompok
(cluster) yang didalamnya masih terdapat unit populasi yang
heterogen. Pemilihan sampel penelitian dilakukan dengan cluster
random sampling, yakni pengambilan sampel acak berdasarkan
wilayah atau area, dalam penelitian ini berupa area admnistratif
yakni Kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Tujuannya untuk
meneliti tentang sesuatu hal pada bagian-bagian yang berbeda
didalam suatu wilayah.?
Pada penelitian ini peneliti mengambil beberapa sampel
Kecamatan yakni :
a) Kecamatan Paninggaran yang merupakan wilayah paling
Selatan dan memiliki jarak paling jauh dari Ibukota Kabupaten.
b) Kecamatan Wonokerto yang merupakan wilayah paling Utara.

¢) Kecamatan Talun yang merupakan wilayah paling Timur

2 Djulaeka, dan Devi Rahayu, “Metodologi Penelitian Hukum”, (Surabaya : Scopindo
Media Pustaka, 2019), 111



18

d) Kecamatan Kesesi yang merupakan wilayah paling Barat
e) Kecamatan Kajen sebagai wilayah yang paling dekat dengan

Ibukota Kabupaten.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak dari sumber

aslinya dan merupakan penunjang data primer. Sumber data dibagi

menjadi dua macam:

1)

2)

Bahan Hukum Primer, merupakan bahan yang memiliki kekuatan
mengikat secara yuridis. Penelitian ini menggunakan bahan hukum
primer berupa: Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang
perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009
tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional serta Permendagri Nomor 76 Tahun
2020 tentang Perangkat Pembaca dan Penulis serta Perangkat
Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Bahan Hukum sekunder, merupakan® bahan hukum yang
berhubungan dengan bahan hukum primer sebagai pembantu untuk
mengkaji bahan hukum primer.?! Peneilitian ini menggunakan bahan
hukum sekunder berupa buku, jurnal, media online yang memiliki
hubungan dengan implementasi perangkat pembaca KTP elektronik

dan analisis maslahah mursalah.

5. Teknik Pengumpulan Data

2L Suteki, dan Galang Taufani, “Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori, dan
Praktik”, (Depok :PT Raja Grafindo Persada, 2018), 215-216.
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a. Wawancara
Wawancara adalah percakapan untuk memperoleh data dilakukan
peneliti dengan narasumber. Pada penelitian ini menggunakan tata cara
wawancara dengan mengajukan pertanyaan ke beberapa pihak dengan
melakukan tanya jawab secara langsung dimana pertanyaan sudah
disiapkan sebelumnya, kemudian penulis memberikan pertanyaan serta
narasumber menjelaskan jawaban pada pertanyaan yang diajukan, hasil
dari wawancara dicatat guna analisis data lebih lanjut. Penulis
melakukan wawancara kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil
Kabupaten Pekalongan serta beberapa sampel Kecamatan di Kabupaten
Pekalongan.
b. Observasi
Merupakan suatu teknik pengamatan untuk melihat serta
mengamati, lalu membuat catatan mengenai keadaan yang diamatinya
sesuai dengan fakta sebenarnya. Data yang dihasilkan dalam observasi
merupakan suatu penggambaran keadaan sebenarnya di lapangan berupa
sikap, tindakan, pembicaraan, interaksi interpersonal serta lainnya.??
Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi terhadap pelayanan
administrasi pendudukan di Dindukcapil Kabupaten Pekalongan serta
beberapa sampel kantor Kecamatan di Kabupaten Pekalongan.

c. Dokumentasi

22 Conny R. Semiawan, “Metode Panellation Kualitatif”, (Jakarta : PT Grasindo, 2010),110.
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Cara mengumpulkan data melalui analisis data/dokumen yang ada
kaitannya dengan perangkat pembaca KTP elektronik dalam pelayanan

publik.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum terjun ke
lapangan, observasi, selama pelaksanaan penelitian lapangan dan setelah
selesai penelitian lapangan Pada penelitian ini penulis menggunakan model
interaktif untuk menganalisis data hasil penelitian, yakni aktivitas dalam
analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara
terus menerus sampai tuntas dan data yang dihasilkan menjadi kredibel.
Proses dalam analisis data model interaktif sebagai berikut :
a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah bagian dari tahapan pemilihan serta
penyederhanaan data, artinya data yang dihasilkan dari lapangan akan
dipilih mana yang penting dan mana yang tidak terpakai. Peneliti akan
memilih data disesuaikan dengan fokus penelitian ini yaitu Implementasi
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 Terhadap Perangkat Pembaca
KTP Elektronik di Kabupaten pekalongan Perspektif maslahah mursalah.

b. Penyajian Data (Data Display)
Penyajian data adalah kumpulan data yang disusun untuk dilakukan

penarikan simpulan serta penentuan tindakan. Penyajian data pada
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penelitian berikut berbentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya.?

Dalam penelitian ini setelah melalui proses reduksi data melalui

pemilihan data yang berasal dari lapangan serta menghasilkan data yang

sesuai pada fokus penelitian, maka selanjutnya peneliti mendisplay data
yang bertujuan untuk memudahkan dalam memahami Implementasi

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 mengenai Perangkat Pembaca

KTP Elektronik di Kabupaten Pekalongan.

c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi
Simpulan merupakan bagian pokok dari hasil penelitian yang berupa
gambaran yang sebelumnya masih bersifat sementara dan setelah diteliti
menjadi bersifat jelas.
H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi kedalam lima bagian, dan
tiap-tiap bagiannya berisi beberapa subbagian sehingga pembahasan penelitian
ini tersusun secara urut. Sistematikanya sebagai berikut:

BAB I yaitu Pendahuluan, di dalamnya memuat : latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, kerangka teoritik,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Teori Implementasi Kebijakan dan Teori Maslahah Mursalah,
memaparkan teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini, yakni

teori implementasi serta teori Maslahah Mursalah.

2 Hardani, dkk, “Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif”, (Yogyakarta : CV. Pustaka
Iimu Goup Yogyakarta, 2020), 167.
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BAB III Kebijakan Perangkat Pembaca KTP Elektronik Di Kabupaten
Pekalongan, berisi pemaparan data hasil penelitian terkait implementasi
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 mengenai Perangkat Pembaca KTP
Elektronik di Kabupaten Pekalongan, berupa kenyataan di lapangan atas
kebijakan tentang perangkat pembaca KTP Elektronik.

BAB IV Implementasi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 di
Kabupaten Pekalongan Perspektif Maslahah Marsalah, menganalisis hasil
penelitian terkait analisis implementasi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun
2011 mengenai perangkat pembaca KTP Elektronik di Kabupaten Pekalongan
serta analisis maslahah mursalah pada penggunaan perangkat pembaca KTP
elektronik untuk pelayanan publik di Kabupaten Pekalongan.

BAB V Penutup, pada bagian ini memuat simpulan serta saran. Simpulan
diperoleh melalui hasil penelitian analisis implementasi Perangkat Pembaca
KTP Elektronik di Kabupaten Pekalongan perspektif Maslahah Mursalah.
Kemudian penulis memberikan saran yang bersifat konstruktif yang ditujukan

untuk pihak yang terkait dan masyarakat secara umum.



BAB YV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Penulis mengenai

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 mengenai perangkat

pembaca KTP elektronik di Kabupaten Pekalongan perspektif Maslahah

Mursalah, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perangkat pembaca KTP elektronik adalah alat pendukung dalam penerapan
KTP elektronik. Perangkat tersebut berfungsi untuk memastikan keaslian
KTP elektronik, memastikan data Penduduk yang dibaca dari cip KTP-el
merupakan data yang benar dan sah, membantu otentikasi visual keabsahan
data yang tercetak, serta memastikan keabsahan kepemilikan KTP-el
dengan memanfaatkan kode keamanan untuk menjamin dokumen
kependudukan merupakan milik orang yang bersangkutan dengan metode
verifikasi Sidik Jari secara elektronik. Penggunaan perangkat pembaca KTP
elektronik di instansi pemerintah Kabupaten Pekalongan sudah seharusnya
dilakukan sesuai amanat dalam pasal 10 C Peraturan Presiden nomor 67
tahun 2011. Namun sampai saat ini jumlah perangkat pembaca KTP
elektronik di Kabupaten Pekalongan hanya berjumlah satu unit di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan sipil. Hal tersebut dikarenakan oleh
beberapa kendala, antara lain: yakni kurang optimal koordinasi antara
Pemerintah Daerah serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan

juga terdapat kendala finansial yang dimiliki daerah sehingga belum bisa
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melakukan penerapan perangkat pembaca KTP elektronik di Kabupaten
Pekalongan.

2. Maslahah mursalah adalah metode yang dilakukan dalam menetukan suatu
maslahat dengan melihat manfaat yang akan di datangkan dan
meminimalisir suatu mudharat. Tujuan penerapan KTP elektronik
menggantikan KTP konvensional salah satunya untuk mencegah kejahatan
akibat pemalsuan KTP. Dengan teknologi yang dimiliki KTP elektronik
menyebabkannya sulit dipalsukan. Namun, penerapan KTP elektronik
benar-benar dapat diwujudkan kemaslahatannya dengan perangkat
pendukung yakni perangkat pembaca KTP elektronik yang memiliki fungsi
untuk membaca cip KTP sehingga dapat membedakan KTP asli dan palsu
serta memastikan keabsahan pemilik KTP dengan verifikasi sidik jari.
Berdasarkan penjelasan Jumhrul Ulama mengenai syarat kehujahan
maslahah mursalah jika dihubungkan pada penggunaan perangkat pembaca
KTP elektronik dalam mewujudkan tujuan penerapan KTP elektronik. Maka
hal tersebut merupakan kemaslahatan umum yang nyata bukan hanya
prasangka saja, yakni kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa
kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Serta kemaslahatan tersebut tidak
bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Alqur’an dan al-
Hadits.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan terhadap implementasi
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 mengenai Perangkat pembaca KTP

elektronik di Kabupaten Pekalongan perspektif maslahah mursalah,
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selanjutnya Penulis menyampaikan beberapa saran yang dapat dilakukan

kedepannya, sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus
berkomitmen dan bersinergi Bersama-sama dalam penyelenggaraan
Perangkat pembaca KTP elektronik.

2. Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) untuk melakukan pengadaan Perangkat Pembaca KTP
elektronik.

3. Perlunya menambah peraturan mengenai pengawasan pada instansi-instansi

pelayanan publik yang belum memiliki Perangkat Pembaca KTP elektronik.
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